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PELAKSANAAN KEBIJAKAN REMUNERASI                           
APARATUR SIPIL NEGARA 
DALAM RANGKA REFORMASI BIROKRASI 




Sebagaimana tertulis dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, 
Indonesia sebagai negara hukum telah menempatkan landasan yuridis bagi warga 
negaranya dalam memperoleh pekerjaan yang layak, yang berbunyi: “Tiap-tiap 
warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 
kemanusiaan”. Dalam artian, masalah pekerjaan bagi kelangsungan hidup 
manusia memiliki arti penting dan mendasarnya dalam kesadaran Negara. 
Manusia perlu bekerja untuk menghasilkan sesuatu imbalan berupa materi, dan 
salah satu dari pekerjaan untuk menjaga kelangsungan hidupnya adalah dengan 
cara mengabdi pada Negara dengan menjadi Aparat Sipil Negara/ASN. 
ASN sebagai abdi negara menjadi motor utama dalam menjalankan pelayanan 
publik, dimana sektor pelayanan publik mempunyai peran penting bahkan vital 
pada kehidupan ekonomi dan politik. Namun harus diakui, kualitas pelayanan 
publik sampai saat ini secara umum masih belum baik, maka untuk mengatasi 
masalah tersebut perlu dilakukan reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan 
kualitas pelayanan pemerintah pada masyarakat. Kebijakan Reformasi Birokrasi 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari remunerasi pemerintahan. Untuk 
mewujudkan clean and good governance dilatarbelakangi oleh kesadaran 
sekaligus komitmen pemerintah. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: a) 
Pola pelaksanaan kebijakan Remunerasi ASN dalam mendukung reformasi 
birokrasi, b) Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan remunerasi ASN, 
dan c) efektifitas kebijakan remunerasi ASN dalam mendukung reformasi 
birokrasi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif di mana yang 
bermaksud untuk menginventarisasi bahan hukum (mengumpulkan, 
mengelompokkan dan mengklarifikasi) dalam rangka meneliti konsistensi, 
singkronisasi dan implikasi penerapan peraturan perundang-undangan dengan 
uraian gambaran (deskripsi) mengenai situasi-situasi, kejadian-kejadian atau 
fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Simpulan dari penelitian ini adalah: a) 
Pelaksanaan kebijakanremunerasi ASN terdiri dari 2 tipologi, diantaranya; (1) 
Sistem remunerasi tradisional, dan (2) Sistem remunerasi berbasis kinerja 
(performance-based). b) Faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah; (1) 
Besaran gaji yang tidak sesuai dengan kebutuhan, (2) Gaji kurang kompetitif, (3) 
Tidak memenuhi prinsip “equity”, (4) Struktur gaji kurang mendorong motivasi 
kerja, dan (5) Kompetisi yang tidak sehat akibat besarnya tunjanganjabatan, dan c) 
Efektifitas kebijakan remunerasi Aparatur Sipil Negara dalam mendukung 
reformasi birokrasi dirasa belumlah efektif dikarenakan praktek yang terjadi 
adalah melakukan reformasi birokrasi untuk memperoleh remunerasi, bukan 
sebaliknya. 
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As written in Article 27 paragraph 2 of the 1945 Constitution, Indonesia as a 
constitutional state has placed a juridical foundation for its citizens in obtaining 
decent work, which reads: "Every citizen is entitled to decent work and livelihood 
for humanity". In this sense, the problem of work for human survival has its 
fundamental importance in the consciousness of the State. Humans need to work 
to produce something in return in the form of material, and one of the jobs to 
maintain its survival is by serving the State by becoming State Civilian Officer / 
ASN. ASN as a state servant becomes the main motor in running public services, 
where the public service sector has an important and even vital role in economic 
and political life. However, it must be admitted that the quality of public service 
to date is generally still not good, so to overcome the problem, it is necessary to 
reform the bureaucracy in order to improve the quality of government service to 
the community. Bureaucracy Reform Policy is an integral part of government 
remuneration. To realize clean and good governance is motivated by awareness as 
well as government commitment. The formulation of the problem in this research 
is: a) The pattern of ASN Remuneration implementation in support of bureaucracy 
reform, b) What factors influence the implementation of ASN remuneration, and 
c) effectiveness of ASN remuneration policy in support of bureaucratic reform. 
This study is a normative juridical study in which it intends to inventory legal 
material (collect, cluster and clarify) in order to examine the consistency, 
synchronization and implications of the application of legislation with description 
of description of situations, events or facts -facts that occur in the field. The 
conclusions of this research are: a) The implementation of ASN remuneration 
consists of 2 typologies, among others; (1) Traditional remuneration system, and 
(2) Performance-based remuneration system. b) Factors that affect them are; (1) 
Pay less competitive salary, (3) does not fulfill the principle of "equity", (4) The 
salary structure does not encourage work motivation, and (5) unhealthy 
competition due to the amount of the allowance. And c) The effectiveness of the 
State Civil State Official's remuneration policy in supporting bureaucracy reform 
is not yet effective because the practice is to reform the bureaucracy to obtain 
remuneration, not vice versa. 
 




Sebagaimana tertulis dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 
1945, Indonesia sebagai negara hukum telah menempatkan landasan yuridis 
bagi warga negaranya dalam memperoleh pekerjaan yang layak, yang 
  3 
 
berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan 
yang layak bagi kemanusiaan”. Dalam artian, masalah pekerjaan bagi 
kelangsungan hidup manusia memiliki arti penting dan mendasarnya dalam 
kesadaran Negara. Manusia perlu bekerja untuk menghasilkan sesuatu 
imbalan berupa materi, dan salah satu dari pekerjaan untuk menjaga 
kelangsungan hidupnya adalah dengan cara mengabdi pada Negara dengan 
menjadi Aparat Sipil Negara/ASN. 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, 
merupakan landasan untuk melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri di 
Indonesia. Undang-undang ini berjalan cukup lama di Indonesia yaitu 
sekitar 15 (lima belas) tahun.  
Penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dalam rangka 
mencapai tujuan negara dilakukan oleh ASN yang terdiri dari manajemen 
PNS dan manajemen PPPK sebagai unsur aparatur negara yang mempunyai 
peranan yang amat penting. Hal yang terutama sekali, kesempurnaan 
aparatur negara yang pada pokoknya tergantung juga dari kesempurnaan 
pegawai negeri (sebagai bagian dari aparatur negara) menentukan 
kelancaran pelaksanaan pemerintah dan pembangunan nasional.1 
Untuk mewujudkan pelayanan publik yang tetap terikat pada asasnya, 
maka diperlukannya interfensi lembaga segitiga yang sebangun, yakni 
Pemerintah, Pengusaha, dan Masyarakat yang berkesadaran. Antara ketiga 
kekuatan terdapat hubungan “check and balance” pada tingkat yang sama 
sehingga kepentingan ketiga kekuatan tersebut bisa dipelihara 
keseimbangannya.2 
ASN sebagai abdi negara menjadi motor utama dalam menjalankan 
pelayanan publik, dimana sektor pelayanan publik mempunyai peran 
                                                          
1 SF, Marbun,SH Dan Moh. Mahfud MD, SH, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, 
Yogyakarta: Liberty, 1987, Hal. 98. 
2 Absori, Penegakan Hukum Lingkungan pada Era Reformasi, Jurnal Hukum, Vol. VIII 
No.02, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005, Hal. 227, dalam 
https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/726, diakses jam 22.00, 25 November 2017. 
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penting bahkan vital pada kehidupan ekonomi dan politik. Namun harus 
diakui, kualitas pelayanan publik sampai saat ini secara umum masih belum 
baik, maka untuk mengatasi masalah tersebut perlu dilakukan reformasi 
birokrasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah pada 
masyarakat.Kebijakan Reformasi Birokrasi merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari remunerasi pemerintahan. Untuk mewujudkan clean and 
good governance dilatarbelakangi oleh kesadaran sekaligus komitmen 
pemerintah. 
1. Rumusan Masalah 
Rumusan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 1) Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan remunerasi 
ASN dalam mendukung reformasi birokrasi?; 2) Faktor apa saja yang 
mempengaruhi pelaksanaan kebijakan remunerasi ASN?; dan 3) 
Bagaimanakah efektifitas kebijakan remunerasi ASN dalam 
mendukung reformasi birokrasi? 
2. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini 
adalah: 1) Mendiskripsikan pelaksanaan kebijakan remunerasi ASN 
dalam mendukung reformasi birokrasi; 2) Mendiskripsikan faktor 
yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan remunerasi ASN; dan 3) 
Mengukur efektifitas kebijakan remunerasi ASN dalam mendukung 
reformasi birokrasi. 
3. Metode Penelitian 
Berkenaan dengan ruang lingkup bidang kajian ini atau yang 
bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu 
dengan menganalisisnya, maka metode penelitian yang digunakan 
adalah metode penelitian hukum, yaitu suatu kegiatan ilmiah yang 
didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu.3 
 
 
                                                          
3 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press. 1986. Hal. 43. 
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4. Tehnik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan 
menggunakan cara studi kepustakaan. 
5. Tehnik Analisis Data 
Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif 
digunakan berupa model analisis interaktif, dimana analisis model ini 
memerlukan tiga komponen berupa reduksi data, sajian data, serta 
penarikan kesimpulan/verifikasi dengan menggunakan proses siklus.4 
Menggunakan analisis kualitatif model ini, maka dengan 
menggunakan logika atau penalaran sistematik dalam 
penginterpretasian terhadap apa yang ditentukan dan pengambilan 
kesimpulan akhir. 
2. Landasan Teori 
1. Teori Kebijakan Publik 
Sebagaimana dikutip oleh Yeremias T. Keban dalam Buku 
Kamus Administrasi Publik5, bahwa untuk memecahkan masalah-
masalah publik atau pemerintahan dalam kebijakan publik diperlukan 
pemanfaatan yang strategis terhadap seluruh sumber daya yang 
ada.Kemudian kebijakan publik adalah badan-badan dan pejabat-
pejabat pemerintah melakukan pengembangan kebijakan-kebijakan, 
diungkapkan oleh Anderson dalam bukunya Hanif Nurkholis. 
Nugroho mendefinisikan kebijakan publik sebagai strategi untuk 
merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan, di mana keputusan 
tersebut dibuat oleh negara, khususnya pemerintah.6Anderson dalam 
Islamy mengartikan kebijakan publik diikuti dan dilaksanakan oleh 
pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu 
sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan 
                                                          
4 HB Sutopo. Pengantar Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar Teori dan Praktis, Surakarta: 
Pusat Penelitian Surakarta, 1998, Hal. 27. 
5 Chandler dan Plano, 1988:107, dalam Yeremias T. Keban, Enam Dimensi Strategis 
Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu, Yogyakarta: Gava Medi, 2004. 
6 Riant Nugroho, Public Policy, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, Hal. 85, dalam 
Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol. 1 No. 1 2015, 2009, perpajakan.studentjournal.ub.ac.id., Hal. 3. 
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tertentu.Sehingga dapat dikatakan bahwa guna mencapai tujuan 
tertentu dengan memanfaatkan sumberdaya-sumberdaya yang ada 
untuk memecahkan masalah publik, kebijakan publik merupakan 
serangkaian prinsip untuk mengatur tindakan-tindakan pemerintah.7 
Terdapat lima (5) hal yang berhubungan dengan kebijakan 
publik menurut pendapat Anderson. Diantaranya adalah a) Kegiatan 
atau tujuan yang berorientasi pada tujuan utama dari sebuah perilaku 
acak atau peristiwa yang tiba-tiba terjadi; b) Kebijakan merupakan 
pola atau model tindakan pejabat pemerintah mengenai keputusan-
keputusan diskresinya secara terpisah; c) Kebijakan publik dalam 
bentuknya yang positif didasarkan pada ketentuan hukum dan 
kewenangan, sedangkan tujuan kebijakan publik adalah dapat 
tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat 
oleh pemerintah; d) Bentuk kebijakan bisa berupa hal yang positif atau 
negatif; dan e) Kebijakan adalah bukan apa yang mereka maksud 
untuk berbuat, atau apa yang mereka katakan akan dikerjakan, namun 
harus tercakup apa yang secara nyata pemerintah perbuat.8 
2. Teori Efektifitas Hukum 
Hukum akan dipengaruhi oleh faktor-faktor atau kekuatan sosial 
atau masyarakat mulai dari tahap pembuatan sampai dengan 
pemberlakuannya sebagai basis bekerjanya hukum. Faktor-faktor 
eksternal di sekelilingnya ikut mempengaruhi proses menjalankan 
hukum (norma agama, adat istiadat, kehidupan sosial ekonomi bahkan 
politik), dan pengaruh dari faktor internal yang bersumber dalam diri 
manusia itu sendiri. Tidaklah peraturan tersebut telah berakhir dibuat 
walaupun suatu aturan telah memenuhi kaidah yuridis dan 
memasukkan unsur-unsur sosiologis dan filosofisnya.Ketika aturan 
                                                          
7 Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik, Konsep, dan Aplikasi, Malang: Bayumedia 
Publishing, Hal. 14, dalam Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol. 1 No. 1 2015, 2009, 
perpajakan.studentjournal.ub.ac.id., Hal. 3. 
8 Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, (Jakarta: PT 
Gramedia Widiasarana Indonesia), 2005, Hal. 159. 
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perundang-undangan tersebut berlaku efektif dalam masyarakat baru 
dapat dikatakan berfungsi dan menindaklanjuti baik berupa pola pikir 
yang terucap dalam lisan maupun tulisan, sejak itulah sebenarnya 
manusia secara individu dapat memaknai dan menafsirkan ke arah 
mana peraturan atau hukum tersebut. Philippe Nonet dan Philip 
Selznick menyebutkan jika hukum secara realitas mempunyai korelasi 
yang signifikan dengan variabel lain di luar hukum. Ungkapan 
Philippe Nonet dan Philip Selznick tentang pengaruh internal yang 
penulis bicarakan di atas disebut sebagai hubungan hukum dengan 
tatanan moral.9 
Menurut Bernar L.Tanya,10Secara kodrati telah tersedia pola 
ideal moralitas (prinsip-prinsip moral) yang sifatnya given berkat 
partisipasi illahi dalam alam. Prinsip-prinsip moral itulah yang disebut 
hukum alam atau lex naturalis/natural law. Aristoteles, merumuskan 
secara padat mengenai sari hukum alam, demikian: honeste vivere 
(hidup terhormat), neminemnon laedere (tidak mengganggu orang 
lain), uniqumsuumtribuere (berikan pada tiap orang apa yang menjadi 
haknya). Dari tiga sari hukum alam inilah, kemudian berkembang 
ragam teori mengenai keadilan. Hukum alam, adalah pola illahi. Ia 
tidak diciptakan oleh manusia. Tapi sebaliknya, ia given dalam diri 
manusia berupa budi dan nurani yang ditanamkan oleh illahi pada diri 
setiap individu. Hukum alam berupa nilai-nilai moral dan keadilan 
sebagaimana dirumuskan Aristoteles itu tertanam dalam budi dan 
nurani manusia.11 
                                                          
9 Philippe Nonet dan Philip Selznick, 1978. Law and Society in Transition. Toward 
Responsive Law, Harper & Row, New York, Hagerstown, San Francisco, London, dalam 
Saefullah, Jembatan Syari’ah Islam dalam Hukum Positif di Indonesia (Pencarian, Pembebasan 
dan Pencerahan melalui Hukum Tidak Tertulis : Hukum Sosiologis), dalam 
Uin.maliki.malang.co.id . 
10 Lihat Absori, Khudzaifah Dimyati, Ridwan, Relasi Hukum dan Moral: Sebuah Potret 
Antar Mazhab dan Konteks Ke-Indonesiaan, Prosiding Konferensi Nasional Ke-3 (Asosiasi 
Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Yogyakarta/APPPTM), 2016, dalam 
https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9401/16%20Ridwan%20Khudzaifah.pdf
?sequence=1, diakses jam 21.00, 17 November 2017. 
11 Ibid. 
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Pertimbangan nilai moral dalam prakteknya dapat bersifat 
subjektif dan objektif. Dalam hal pertimbangan nilai moral yang 
subjektif dianggap sebagai ekspresi perasaan atau keinginan 
seseorang. Nilai moral bersifat subjektif terdapat di alam metafisika, 
alamnya akal manusia dan bergantung pada berhubungan antara 
seorang penganut dengan hal yang menjadi objek penilaiannya. 
Sedangkan pertimbangan nilai moral yang objektif beranggapan 
bahwa nilai moral itu terdapat di alam dunia dan harus digali dengan 
berpikir radikal yang diintegrasikan bantuan panca indera. Dianggap 
objektif sebab pada nilai itu terdapat hierarki nilai, sampai pada nilai 
yang baik atau tertinggi yang menentukan penataan terstruktur. Nilai 
objektif ini adalah nilai-nilai fundamental yang mencerminkan 
universalitas kondisi fisik, psikologis sosial, keperluan manusia 
dimana pun berada.12 
Robert B. Siedman mengemukakan mengenai proses bekerjanya 
hukum secara efektif dalam masyarakat, bahwa ada tiga komponen 
utama pendukung bekerjanya hukum dalam masyarakat. Ketiga 
komponen tersebut meliputi (1) Lembaga penerap peraturan; (2) 
Lembaga pembuat peraturan; dan (3) Pemegang peran. Dari tiga 
komponen dasar tersebut Robert B. Siedman mengajukan beberapa 
dalil sebagai berikut: Pertama, bagaimana seseorang pemegang peran 
itu akan bertindak sebagai suatu respon terhadap peraturan hukum 
merupakan sanksi-sanksinya, fungsi peraturan-peraturan yang 
ditujukan kepadanya, aktivitasnya dari lembaga pelaksana serta 
keseluruhan kompleks sosial politik dan lain-lain. Kedua, setiap 
peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang 
peran diharapkan bertindak.Ketiga, fungsi peraturan-peraturan hukum 
                                                          
12 Absori dan Achmadi, Transplantasi Nilai Moral dalam Budaya untuk Menuju Hukum 
Berkeadilan (Perspektif Hukum Sistematik Ke Non-Sistematik Charles Sampford), Prosiding 
Konferensi Nasional Ke-6 (Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah 
‘Aisyiyah/APPPTMA), Sulawesi Selatan, 8-9 September 2017, 2017, dalam 
https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9403/10.pdf?sequence=1, diakses jam 
13.00, 25 Desember 2017. 
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yang ditujukan, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan 
sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta 
umpan balik yang datang dari pemegang peran untuk melihat 
bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai 
respon terhadap peraturan-peraturan hukum. Keempat, fungsi 
peraturan-peraturan yang mengatur sanksi-sanksi, tingkah laku 
mereka, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, 
ideologi dan lain-lain yang mengenai diri mereka serta umpan balik 
yang datang dari pemegang peran serta birokrasi menentukan 
bagaimana pembuat undang-undang itu akan bertindak.13 
3. Teori Analisis Kebijakan 
Menurut William Dunn, analisis kebijakan harus dilakukan 
untuk mengkonsumsikan pengetahuan yang relevan dalam kebijakan 
satu atau lebih tahap proses pembuatan kebijakan dan melakukan 
penilaian secara kritis. Dalam melakukan analisis kebijakan, Dunn 
membagi lima (5) tahap analisis, yaitu: a). Perumusan masalah; b). 
Peramalan; c). Rekomendasi; d). Pemantauan, dan e). Penilaian.Setiap 
tahap berhubungan dengan tahap berikutnya, dan tahap terakhir 
(penilaian kebijakan) dikaitkan dengan tahap pertama (penyusunan 
agenda), atau tahap ditengah dalam lingkaran aktivitas yang tidak 
linier.14 
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian 
1. Pelaksanaan Kebijakan Remunerasi Aparatur Sipil Negara 
dalam Mendukung Reformasi Birokrasi 
Pada abad 20 (dua puluh) ini susunan masyarakat menjadi 
semakin kompleks, spesialisasi dan pemencaran bidang‐bidang 
dalam masyarakat semakin intensif berkembang dan maju. 
Dengan demikian pengaturan yang dilakukan oleh hukum juga 
                                                          
13 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, (Bandung:Alumni), 1980, Hal 27. 
14 William Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, 1998, Hal. 23. 
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harus mengikuti perkembangan keadaan yang demikian untuk 
menjawab segala persoalan di dalamnya. Pada sisi lainnya 
sebagai suatu bangsa yang merdeka, maka bangsa Indonesia 
merupakan subjek hukum yang merdeka pula. Artinya sebagai 
suatu bangsa, bangsa Indonesia terlibat penuh ke dalam aspek 
penyelenggaraan hukum, mulai dari pembuatan sampai 
pelaksanaannya.15 
Remunerasi pemerintahan dan Kebijakan Reformasi 
Birokrasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Sebagai 
perwujudan dari clean and good governance yang 
melatarbelakangi kesadaran sekaligus komitmen pemerintah. 
Berbagai upaya perubahan dan pembaharuan senantiasa terus 
dilaksanakan untuk menghapus kesan Pemerintahan yang 
selama ini dinilai buruk. Namun, pada tataran pelaksanaan 
dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan 
berwibawa tersebut, pembaharuan dan perubahan tidak mungkin 
akan dapat dilaksanakan dengan baik (efektif) tanpa 
kesejahteraan yang layak dari pegawai yang melaksanakannya.  
Dalam Amanat Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 
tentang Kepegawaian bahwa sistem penggajian Pegawai Negeri 
sebagai dasar hukum kebijakan remunerasi bagi pegawai negeri 
adalah dihitung berdasarkan “merit” yang disebutkan dalam 
Pasal 7 Ayat 1 menyatakan Setiap Pegawai Negeri berhak 
memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban 
pekerjaan dan tanggungjawabnya.16 
Berdasarkan pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 
                                                          
15 Absori, Heri Dwi Utomo, Konsep Berhukum Ideal Berbasis Progresif: Sebuah Usaha 
Pembebasan Diri dari Kekacauan Filosofis Pemikiran Legalistik Positivistik, Naskah Publikasi, 
Program Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana, Surakarta; Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2015, dalam eprints.ums.ac.id/41495/8/FULLTEXT.pdf, diakses jam 16.00, 15 Desember 2017. 
16 Muwwardi, Remunerasi dan Keadilan Masyarakat, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. 
2009, Hal. 46. 
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Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dinyatakan 
bahwa “untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas 
pemerintahan dan pembangunan diperlukan pegawai yang 
profesional, bertanggungjawab, jujur, dan adil melalui 
pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja 
dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi 
kerja”. Melakukan pembinaan pegawai aparatur melalui 
penilaian prestasi kerja pegawai yang terukur sebagai salah satu 
upaya dalam melakukan perbaikan tata kelola. 
Penilaian prestasi kerja seorang PNS adalah melakukan 
proses kegiatan untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan 
pekerjaan atau unjuk kerja (performance appraisal). 
Sebagaimana kita ketahui Peraturan Pemerintah Nomor 10 
Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai 
Negeri Sipil untuk melakukan penilaian prestasi kerja PNS 
selama ± 34 tahun belakang ini adalah menggunakan DP3 
(Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan).17Model penilaian 
prestasi kerja PNS dengan DP3 seiring dengan perkembangan 
zaman sudah tidak relevan lagi. Dalam DP3 Terdapat 8 
(delapan) unsur penilaian untuk memberikan pelayanan publik 
yang lebih baik kepada masyarakat dianggap tidak mampu 
menciptakan aparatur yang cakap.18 
                                                          
17 Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) adalah penilaian yang diberikan atasan 
bertujuan untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang obyektif dalam pembinaan PNS, 
dan dilaksanakan dalam kurun waktu sekali setahun oleh pejabat penilai, yang dituangkan dalam 
daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan.Pada kenyataannya, DP3 PNS yang notabene adalah daftar 
penilaian yang dalam penilaiannya menggunakan azas tertutup sering dipertanyakan 
objektivitasnya, karena penilaiannya yang bersifat rahasia dan si penilai mempunyai otoritas yang 
mutlak dalam menilai kinerja seseorang.Dengan penilaian yang bersifat rahasia tersebut, mungkin 
saja pegawai yang dinilai kurang puas terhadap hasil penilaian karena tidak adanya indikator yang 
digunakan secara jelas.Untuk kondisi saat ini, ada banyak hal yang membuat DP3 tidak sesuai 
untuk dilaksanakan dalam menilai kinerja PNS.Salah satunya adalah DP3 cenderung menilai 
kinerja PNS hanya dari sudut pandang si penilai bukan atas dasar prestasi kerja. Dalam Rahmat, 
Mamat. Sasaran Kinerja Pegawai, Jakarta : Pusdiklat Kepegawaian BKN, 2011. Hal. 23. 
18 http://birokrasi.kompasiana.com/2013/10/11/selamat-tinggal-dp3-selamat-datang-skp-
597812.html, diakses jam 21.10, 25 Agustus 2017  
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2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan 
Remunerasi 
Setiap pegawai memahami bahwa untuk mendapatkan 
imbalan tertentu harus mencapai kinerja tertentu dikarenakan 
kenaikan gaji hanya akan efektif jika dilaksanakan bersamaan 
dengan penerapan manajemen kepegawaian yang berorientasi 
pada kinerja, sehingga ukuran/target kinerja yang bagaimana 
yang harus dicapai, serta ada tanggungjawab masing-masing 
pegawai dan terdapat kejelasan tentang apa yang menjadi 
tugasnya. Pengembangan sistem remunerasi pegawai diharapkan 
dapat mengurangi terjadinya penyalahgunaan kewenangan 
berupa tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan 
pemerintahan, karena good governance erat kaitannya dengan 
moral individu karena berdasarkan pada beban kerja dan 
tanggungjawab masing-masing pegawai serta kinerja pegawai.19 
Dalam upaya reformasi birokrasi yaitu dengan menjalin 
hubungan lembaga pemerintahan yang seimbang dibutuhkan 
check and balances agar kepentingan antar lembaga pemerintah 
dapat dipelihara dengan baik.
20
Kiranya perlu dipikirkan model 
pendekatan kebijakan yang menekankan pada pendekatan 
hubungan yang bersifat humanis transendental, yang menekan 
pentingnya hubungan baik (tamuur bilmaruf) dan mencegah 
kemungkaran dan pengawasaan antar lembaga yang bersifat 
ilahiyah, yakni tanggungjawab kepada Tuhan.21 
                                                          
19 Jatmiko, Problematika Remunerasi, Bandung : Pustaka Ilmu, 2011, Hal.60. 
20 Absori, Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Muhammadiyah University Press, 
Surakarta, 2014, hal 167, dalam Absori, Taufiq, Implementasi Kebijakan One Stop Service 
Terhadap Penanaman Modal di Kabupaten Sragen, Naskah Publikasi, Ilmu Hukum Sekolah 
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017, dalam 
http://eprints.ums.ac.id/57583/17/2.%20NASKAH%20PUBLIKASI%20ILMIAH%20TAUFIQ%2
0N.pdf, diakses jam 22.00, 15 Desember 2017. 
21 Absori, Kelik dan Saepul Rochman, Hukum Profetik, Kritik terhadap Paradigma Hukum 
Non Sistemik, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hal 259, dalam Absori, Taufiq, Implementasi 
Kebijakan One Stop Service Terhadap Penanaman Modal di Kabupaten Sragen, Naskah 
Publikasi, Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017, dalam 
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Dalam diri manusia terdapat suara hati nurani oleh 
Agustian Ary Ginanjar22 disebut dengan titik Tuhan (GodSpot), 
yakni mudghoh yang senantiasa membisikan, menyampaikan 
dan menyuarakan kebenaran. Filsuf Al-Ghazali menyebutnya 
dengan istilah fuad yang selalu membisikan perkataan dan 
perbuatan yang benar dan tidak pernah berbohong, biarpun jasad 
(fisik), perkataan (lidah) dan perbuatan (badan) dalam keadaan 
berbuat salah. GodSpot23 dapat dikenali melalui pemahaman 
prinsip hidup berupa: (1) Star Principle, prinsip hidup yang 
kokoh (aqidah) dan mulia (akhlaq), (2) Anggel Principle, prinsip 
yang berkaitan dengan kepercayaan/keyakinan (iman), (3) 
Leadership Principle, prinsip yang berkaitan dengan jiwa 
kepemimpinan (khalifah), (4) Learning Principle, prinsip yang 
berkaitan dengan semangat belajar yang tidak pernah kenal 
berhenti (iqra), (5) VisionPrinciple, prinsip yang berorientasi 
pada capaian masa depan dalam keridloan Allah, (6) Well 
Organized Principle, prinsip yang berorientasi pada manajemen 
diri yang teratur, disiplin, sistematis dan integratif (istiqomah). 
Kemampuan yang baik dan motivasi yang kuat dapat 
menjadi pendukung dalam kinerja seseorang menjadi lebih 
optimal. Dalam sebuah organisasi kinerja pegawai dipengaruhi 
oleh faktor-faktor yang menentukan kinerja pegawai. 
Rendahnya gaji yang diterima diantaranya merupakan penyebab 
rendahnya komitmen dan kinerja dari penyelenggara 
negara.Salah satu penyebab belum tercapainya kesejahteraan 
                                                                                                                                                               
http://eprints.ums.ac.id/57583/17/2.%20NASKAH%20PUBLIKASI%20ILMIAH%20TAUFIQ%2
0N.pdf, diakses jam 20.00, 10 Desember 2017. 
22 Agustian, Ary Ginanjar, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual, 
ESQ, Emotional Spiritual Quotient, Penerbit Arga, Jakarta, 2004, hal.236, dalam Epistimologi 
Ilmu Hukum Transendental dan Implementasinya dalam Pengembangan Program Doktor Ilmu 
Hukum, Makalah dalam Prosiding Seminar Nasional (Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum), 
UMS, 2015, Hal 38, dalam https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/5656, diakses jam 
13.00, 29 Oktober 2017. 
23 Ibid. 
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PNS secara layak dan merata diindikasikan karena masih 
minimnya gaji yang diterima oleh PNS. Akibat masih kecilnya 
kesejahteraan yang diterima PNS memunculkan berbagai 
sorotan yang dilontarkan terhadap gaji PNS, mulai dari keluhan 
PNS sendiri, sampai dengan akibat-akibat yang ditimbulkan.24 
Remunerasi diberikan atas pertimbangan sebagai berikut:25 
a. Besaran gaji berkisar terendah Rp 1.486.500 dan tertinggi 
Rp 5.620.300 jelas kurang memenuhi kebutuhan untuk 
hidup layak;  
b. Bila dibandingkan dengan gaji di sektor swasta, gaji PNS 
kurang kompetitif khususnya untuk tingkat manajer dan 
pimpinan;  
c. Gaji tidak dikaitkan dengan kompetensi dan prestasi, maka 
besarnya gaji tidak memenuhi prinsip “equity”, namun 
didasarkan pada pangkat dan masa kerja;  
d. Jarak antara gaji terendah dan gaji tertinggi terlalu pendek 
(ratio 1:3,3) pada struktur gaji kurang mendorong 
motivasi kerja sehingga kenaikan pangkat hanya diikuti 
dengan kenaikan penghasilan dalam jumlah yang tidak 
berarti; dan 
e. Munculnya kompetisi yang tidak sehat akibat tunjangan 
jabatan struktural yang besar. 
3. Efektifitas Kebijakan Remunerasi Aparatur Sipil Negara 
dalam Mendukung Reformasi Birokrasi 
Realitas di lapangan memunculkan kecenderungan bahwa 
pelaksanaan reformasi birokrasi diarahkan untuk memperoleh 
remunerasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan 
                                                          
24 Muwwardi, 2009. Loc.Cit. Hal. 50.  
25 http://inovasi.lan.go.id/uploads/download/1415307818_15.-2012-Reformasi-Birokrasi-
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pegawai.Hal ini tentu bukanlah langkah yang tepat.Remunerasi 
merupakan dampak dari dilaksanakannya reformasi birokrasi 
bukan menjadi tujuan reformasi birokrasi. Reformasi seperti ini 
hanya akan berhenti pada perubahan di tataran praktis saja 
bukan perubahan di tataran filosofis. Tentunya kondisi ini harus 
dikoreksi dan diperbaiki.Instrumen penilaian kinerja yang 
mampu mengukur kinerja nyata pegawai menjadi sangat penting 
supaya bisa membedakan mana pegawai yang berkinerja tinggi 
sehingga layak menerima remunerasi yang lebih besar dari 
pegawai lainnya. 
Pengorganisasian SDM seperti yang diungkapkan oleh 
Danah Zohar dan Ian Marshall26 dalam"Spiritual Intellegence, 
The Ultimate Intellegence ", mengkritisi kegagalan peradaban 
barat dengan mengenalkan berpikir spiritual (spiritual tinking) 
dengan menggunakan pendekatan kecerdasan spiritual (spiritual 
quition), yang akan diperoleh motivasi, pengembangan dan 
manajemen kecerdasan yang paling sempurna (ultime 
intelegen), dilakukan dengan cara menerabas garis-garis 
formalism (existing rule) dan transendental, sehingga akan 
dapat diperoleh pemikiran baru yang mendekati kebenaran 
yang hakiki (the ultimate truth).27 
Sudah banyak kajian tentang remunerasi ini, yang 
sebenarnya lebih dikenal dengan istilah pay for performance 
system. Mark A. Stiffler pernah melakukan sebuah kajian 
tentang “Incentive Compensation management: Making Pay for 
Performance a Reality.” Disebutkan bahwa:28 
                                                          
26 Lihat Absori, Epistimologi Ilmu Hukum Transendental dan Implementasinya dalam 
Pengembangan Program Doktor Ilmu Hukum, Prosiding Seminar Nasional (Pengembangan 
Epistemologi Ilmu Hukum), 11 April 2015, UMS, 2015, Hal 37, dalam 
https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/5656, diakses jam 09.00, 13 November 2017. 
27 Ibid. 
28 Mark A. Stiffler, “Incentive Compensation Management: Making Pay for Performance a 
Reality”, dalam Performance Improvement, Vol. 45, No. 1, Tahun 2006, hal. 25-26. 
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“The lure of pay-for-performance system is a one, the people 
who have greatest impact of the success the organization receive 
the greatest share of the rewards: merit increases, bonuses, 
promotions and recognition. Likewise, the opportunity for 
greater rewards motivates employees to improve their 
performance and strive for greater achievements”. 
Intinya, pay for performance system merupakan instrumen 
bagi orang-orang yang memiliki pengaruh bagus di dalam 
mensukseskan organisasi dengan demikian perlu mendapatkan 
kompensasi yang besar pula, yang mencangkup kenaikan 
pendapatan, bonus, promosi, dan penghargaan. Demikian juga 
kesempatan untuk mendapatkan kompensasi yang besar akan 
memotivasi pegawai untuk meningkatkan performanya dan 
meraih capaian-capaian yang lebih besar lagi. 
B. Pembahasan 
1. Analisis Pelaksanaan Kebijakan Remunerasi Aparatur Sipil 
Negara dalam Mendukung Reformasi Birokrasi 
Pemerintah telah menyiapkan delapan undang-undang 
untuk mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi untuk 
mengatasi masalah pelayanan publik yang buruk ini, maka 
mendesak dilakukan reformasi birokrasi dalam rangka 
meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah pada masyarakat. 
Undang-undang yang dimaksud adalah: (1) Undang-Undang 
tentang Pelayanan Publik; (2) Undang-Undang tentang 
Kementerian dan Kementerian Negara; (3) Undang-Undang 
tentang Etika Penyelenggara Negara; (4) Undang-Undang 
tentang Administrasi Pemerintahan; (5) Undang-Undang tentang 
Badan Layanan Umum/Nirlaba; (6) Undang-Undang tentang 
Kepegawaian Negara; (7) Undang-Undang tentang Tata 
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah; dan (8) Undang-
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Undang tentang Pengawasan Nasional. Peraturan perundangan 
tersebut kemudian dikombinasikan dalam rangka reformasi 
birokrasi menjadi UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian dan Kementerian Negara. Saat ini, yang 
merupakan grand design reformasi birokrasi hingga tahun 2025 
juga sudah diterbitkan dalam bentuk Peraturan Menpan No.15 
Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi.29 
Landasan filosofis dari Kompensasi sebagai bentuk dari 
keinginan untuk menghargai orang/pegawai karena kinerjanya 
yang benar dan baik. Dengan kata lain, perusahaan harus 
mengerti bahwa sesuatu yang dilakukan mendapat penghargaan 
salah satunya dengan pemberian kompensasi, tentunya denga 
harapan hal tersebut nantinya dapat meningkatkan kapasitas 
kinerja perusahaan.30 
Harapannya semakin tinggi remunerasi maka semakin 
tinggi tingkat kepuasan kerja karyawan, maka pemberian 
kompensasi pada pegawai atau dalam bentuk remunerasi 
tentunya diharapkan sesuai dengan ekspektasi yang memberikan 
pengaruh positif terhadap kepuasan kerja pegawai. Untuk 
memberikan pelayanan prima kepada publik salah satu jalan 
yang ditempuh dengan meningkatkan kepuasan pegawai atau 
semakin tinggi tingkat kepuasan atas kompensasi maka motivasi 
karyawan akan meningkat. Faktanya, remunerasi sangat 
berperan penting dalam membangun kinerja karyawan agar terus 
bekerja optimal sehingga hal ini akan berdampak kepada 
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang akhirnya 
diharapkan akan terwujud sebuah pemerintahan yang clean and 
good governance. 
                                                          
29 www.menpan.go.id, diakses jam 23.15, 20 September 2017. 
30 Veithzal Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan, Jakarta: Rajawali, 
2005. Hal. 38. 
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Tata pemerintahan yang baik menekan agar manajer 
publik mendorong meningkatkan otonomi manajerial dengan 
memberikan pelayanan yang berkualitas pada 
masyarakat.Dengan harapan utama dapat mengurangi campur 
tangan kontrol yang dilakukan oleh pemerintah pusat, 
transparansi, akuntabilitas publik, dan penciptaan pengelolaan 
manajerial yang bebas dari korupsi. 
2. Tawaran Kebijakan Remunerasi Aparatur Sipil Negara 
dalam Mendukung Reformasi Birokrasi Yang Lebih Efektif 
Sistem pay for performance yang selama ini digunakan 
merupakan sistem berbasis kinerja sebagai standar ukur 
kelayakan pegawai pemerintah dalam mendapatkan kompensasi 
dalam bentuk remunerasi dinilai mampu memberi dampak yang 
positif dalam upaya reformasi birokrasi dan peningkatan 
pelayanan publik. Sistem ini ternyata tidak hanya digunakan 
oleh organisasi publik, namun juga sudah mulai berkembang di 
organisasi-organisasi atau perusahaan-perusahaan swasta. 
Tujuan dari dekonstruksi sosial dengan 
mempertimbangkan aspek hak-hak asasi manusia seperti hak-
hak ekonomi, sosial, budaya, dan hak atas pembangunan dapat 
membantu memperjelas arah dan orientasi perumusan konsep 
pembangunan yang berkelanjutan. Basis utama konsep 
pembangunan berkelanjutan, masyarakat dapat menentukan 
dirinya sendiri dan berpartisipasi dan mensyaratkan adanya good 
governance, yakni adanya institusi-institusi yang demokratis 
dan sistem hukum yang independen, termasuk didalamnya 
partisipasi masyarakat.31 
                                                          
31 Absori, Deklarasi Pembangunan Berkelanjutan dan Implikasinya di Indonesia, Jurnal 
Ilmu Hukum, Vol. 6 Tahun 2006, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, dalam 
https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/729/3.%20ABSORI%20NEW.pdf?seque
nce=1&isAllowed=y, diakses jam 22.00, 25 Desember 2017. 
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Kebijakan Remunerasi diperuntukan bagi seluruh Pegawai 
negeri di seluruh lembaga pemerintahan, hal ini didasarkan pada 
Undang-Undang No. 17 Tahun 2007, tentang Rencana 
Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005-2025 dan 
Peraturan Meneg PAN, Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008, 
tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi yang berdasarkan 
urgensinya dikelompokan berdasarkan skala prioritas ke dalam 
tiga kelompok:32 
a. Kementerian/Lembaga yang terkait dengan kegiatan 
ekonomi, sistem produksi, sumber penghasil penerimaan 
Negara dan unit organisasi yang melayani masyarakat 
secara langsung termasuk Pemda;  
b. Seluruh Instansi Rumpun Penegak Hukum, rumpun 
pengelola Keuangan Negara, rumpun Pemeriksa dan 
Pengawas Keuangan Negara serta Lembaga Penertiban 
Aparatur Negara; dan 
c. Prioritas ketiga adalah seluruh kementerian/lembaga yang 
tidak termasuk prioritas pertama dan kedua. 
Setidaknya ada 3 konsep remunerasi yang biasa disebut 
dengan 3P yaitu;33Position, merupakan pemberian remunerasi 
berdasarkan posisi jabatan yang ditempati. People, merupakan 
upaya pemberian remunerasi kepada orang-orang yang memiliki 
keahlian/pendidikan khusus yang sesuai dengan pekerjaannya. 
Dan Performance, merupakan upaya pemberian remunerasi 





                                                          
32 Linkaan Gelia, Remunerasi, https://linkaangelia.wordpress.com/2014/11/07/remunerasi/, 
diakses jam 23.15, 20 September 2017. 
33 Ibid. 




1. Pelaksanaan remunerasi aparatur sipil negara dalam mendukung 
reformasi birokrasi dilakukan berdasarkan 2 (dua) tipologi, 
diantaranya: 
a. Sistem remunerasi tradisional, biasanya hanya 
memberikan remunerasi berdasarkan jabatan atau peran 
dalam organisasi, yang sering disebut sebagai input 
organisasi. Dalam sistem ini, remunerasi sesuai dengan 
bobot relatif jabatan dalam organisasi, yang diukur dari 
pengetahuan/kemampuan, pemecahan masalah, dan 
tanggungjawab; dan 
b. Sistem remunerasi berbasis kinerja (performance-based), 
menambahkan pada sistem tradisional, berupa remunerasi 
berdasarkan kinerja yaitu manfaat ekonomis yang 
dihasilkan untuk organisasi (output organisasi). Dengan 
memiliki 2 (dua) unsur; 1) Penilaian prestasi kerja 
pegawai; dan 2) Jumlah kehadiran menurut hari dan jam 
kerja yang ditetapkan di lingkungan masing-masing 
Oganisasi Kementerian serta jumlah cuti yang 
dilaksanakan oleh pegawai. 
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan remunerasi 
Aparatur Sipil Negara adalah: 
a. Besarnya gaji kurang memenuhi kebutuhan untuk hidup 
layak (terendah Rp 1.486.500 dan tertinggi Rp 5.620.300);  
b. Gaji PNS kurang kompetitif di bandingkan dengan gaji di 
sektor swasta, khususnya untuk tingkat manajer dan 
pimpinan;  
c. Besarnya gaji tidak memenuhi prinsip “equity” karena 
gaji tidak dikaitkan dengan kompetensi dan prestasi, 
namun didasarkan pada pangkat dan masa kerja;  
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d. Struktur gaji kurang mendorong motivasi kerja karena 
jarak antara gaji terendah dan gaji tertinggi terlalu pendek 
(ratio 1:3,3) sehingga kenaikan pangkat hanya diikuti 
dengan kenaikan penghasilan dalam jumlah yang tidak 
berarti; serta 
e. Tunjangan jabatan struktural yang besar menimbulkan 
kompetisi yang tidak sehat.  
3. Efektifitas kebijakan remunerasi Aparatur Sipil Negara dalam 
mendukung reformasi birokrasi dirasa belumlah efektif 
dikarenakan pada praktiknya menunjukkan jika pemberian 
remunerasi seharusnya mampu mendorong instansi melakukan 
reformasi birokrasi sehingga bisa memperbaiki kinerjanya dan 
layak memperoleh remunerasi, tetapi yang terjadi adalah 
melakukan reformasi birokrasi untuk memperoleh remunerasi. 
Padahal remunerasi menjadi salah satu upaya peningkatan 
kesejahteraan pegawai dan reformasi birokrasi menjadi jalan 
untuk mencapainya. Dalam konteks ini telah terjadi “salah 
kaprah”. 
B. Rekomendasi 
Untuk mendorong efektifitas pelaksanaan remunerasi untuk 
mendorong reformasi birokrasi, maka terdapat 4 (empat) hal yang 
harus dilakukan diantaranya: 
1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dari perekrutan 
tenaga PNS hingga pada proses peningkatan jabatan; 
2. Pemerintah harus merancang instrumen penilaian kinerja yang 
mampu mengukur kinerja nyata pegawai menjadi sangat penting 
supaya bisa membedakan mana pegawai yang berkinerja tinggi 
sehingga layak menerima remunerasi yang lebih besar dari 
pegawai lainnya.  
3. Membangun sistem dan strategi pelayanan yang dibangun 
organisasi penyedia layanan publik; dan 
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4. Kenaikan gaji hanya akan efektif jika dilaksanakan bersamaan 
dengan penerapan manajemen kepegawaian yang berorientasi 
pada kinerja, sehingga ada kejelasan tentang apa yang menjadi 
tugas dan tanggung jawab masing-masing pegawai, serta 
ukuran/target kinerja yang bagaimana yang harus dicapai, 
dengan demikian setiap pegawai memahami bahwa untuk 
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